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'l'EifTAlfG 

TmfJAlfGAR PBRUIIAIIAII' DAii TUNJAlfGAX TRAIISPORT.A.SJ PIMPllfAII 
DAX AlfGGOTA DBW.AX PBaWAKILAll RAKYAT DABRAB 

KABUPATBlf -IIAROS 

DBRGAII RABii.AT TUJJAJf Y.All'G IIABA BSA 

liUPATI MA.ROS, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasa.rkan Pasa.1 15 Peraturan Daerah Kabupaten 
- Maros Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggot.a Dewan Perwakilan 

Rakyat · Daerah Kabupaten Maros, perlu mengatur 

_ tunjangan perumahan _ dan tunjangan transportasi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Maros; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . 
da1am huruf a di atas, maka perlu merietapkan Peraturan 
Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan 
Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Maras. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tent.ang 
Pembentukan Daerah-daerah Tk.11 di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 · Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara· Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotism.e (Lembaran · Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

. . . 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

� � . 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peratura.n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Pera.turan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 

Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); . 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
{Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 

01); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 05). 

MBMUTUSKA!f : 

Menetapkan PBRATURAN BUPATI TBlfTAll'G TUNJANGA?f 
PERUIIAHAX DAii TUJIJAlfGAlf TRAKSPORTASI 
PIMPDIAN DAR AJIGGOTA DBW.AN PBRWAKJLAN 
RAKYAT D.AERAH KABUPATBR MA.ROS. 

BABI 
KETBlffUAlf UMUII 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

j 
1. Daerah adalah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memim.pin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maros. 
4. Dewan ]j>erwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah D�wan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros. 
' 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros. 

6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Maros. 
7. Tunjan8f1 Perumahan adalah uang yang -; d.ibayarkan setiap bulan . 

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan 

minimal perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD. 



. 
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan 

untuk mendukung mobilitas kedinasan dalam daerah Pimpinan dan 
Anggota OPRD. 

i 
9. Penilaian' Appraisal adaJah proses pekerjaan atau kegiatan seorang 

penilai dalam memberikan suatu estimasi atau opini atas nilai ekonomis 
suatu properti, baik berwujud atau tidak berwujud yang berdasa.rkan 

basil an'11.lisis terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan 
menggunakan metode, parameter dan prinsip-prinsip penilaian yang 
berlaku. 

BABD TUJUAN 
Paaal2 

Tunjangan Perumaban dan transportasi diberikan untuk menunjang tugas, 
fungsi dan wewenang DPRD. 

; 
! 

BABm 
T4TA CARA PBMBBRIAK TUKJAXG.AII' PBRUMAHAN 

' DAN TUN'JA1'GA1' TRAKSPORTASI . 

Pasal3 
( 1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan dalam 

bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 
(2) Bagi Anggota DPRD yang mengucapka.n sumpah/janji setelah 

. diberl�annya Peraturan Bupati ini, tunjangan perumahan dan 

tunjangan tra.nsportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan 
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 

(3) Bagi suami dan/ atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan 
dan/ atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah 

i 

satu tunjangan perumahan. 

(4) Bagi Pim�inan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjadi 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tidak diberikan tunjangan 
I 

perumahan. 
(5) Apabila i Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan Rumah Negara 

i 

untuk Pimpinan dan/atau Rumah Negara untuk Anggota DPRD, maka 
pemberiab tunjangan perumahan dihentikan seja.k Pimpinan dan/atau 

Anggota f PRD menempati rumah Negara terse but . 

(6) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
kepada �impinan dan anggota DPRD yang tida.k disediakan kendaraan 

din as. 
(7) Bagi 

;,Jpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara 
tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. 



Paaa14 
(1) Bagi pimpinan DPRD yang menempati Rumah Negara maka kepadanya 

disediakan perlengkapan Rumah Negara dan Belanja Rumah Tangga. 
(2) Penyediaan perlengkapan Rum.ah Negara sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD 
I 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Besaran Jbelanja rumah t.angga sebagaimana dimaksud ayat ( 1) tidak 

melebihi belanja rum.ah tangga Kepala Daerah. 

BAB IV 
�ASAR PBRIIITUKGAN TUNJAXGA1' PBRUMAII.AK 

DAii' TUKJANG.Alf TRANSPORTASI 

Pasal 8 
(1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, 

; 

kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga setempat yang berlaku 
dan standar luas bangunan serta lahan Rumah Negara sesuai ketentuan 
Perundang-undangan. 

(2) Standar 1 satuan harga setempat yang berlaku dan standar luas 
bangunan serta lahan Rumah Negara sebagaimana dimaksud ayat ( 1) 
dibuat berdasarkan Penilaian Appraisal. 

(3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tida.k 
termasuk mebel, belanja Iistrik, air, gas dan telepon. 

(4) Besaran tunjangan transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, 
kewaja.ra.h, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang 
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan 

i 
anggota DPRD. 

(5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 
termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas 

jabatan. i 
' (6) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan.transportasi tidak boleh 

melebihi .tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan 
I 
! . . 

dan Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. 

(7) Standar satuan barga sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam 
i . . 

ayat (4) dibuat berdasarkan hasil penilaian Appraisal. 

(8) PeniJai81 Appraisal sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat . (7) 
dilakukan oleh Penilai Appraisal yang clitetapkan berdasa.rkan 
mekanis+ie pengadaan barang/jasa Pemerintah. 



i BABV 
PEl'IBTAPAlf BBSARAII' TUlfJAllGAll PBRUIIIABAX 

DAJI TUIIJANGAN TRAJISPORTASI 

Pasal6 
( 1) Besa.ran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi setiap Tahun 

Anggarari ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasa.rkan hasil 
Penilaian Apprasial sebagaimana dim.aksud dalam Pasal 5 ayat (8). 

I 

(2) Hasil penilaian Appraisal sebagaimana dimaksud ayat( 1) merupaka.n 
batasan paling tinggi dalam penetapan besaran Tunjangan Perumahan 

I 
dan Tunjangan Transportasi. 

(3) Apabila pada tahun anggaran berkenan tidak dilakukan penilaian 
Appraisai maka besaran Tunjangan sebagaimana d:imaksud ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terakhir. 

BAB VI 
KBTEll'TUAN PB!IUTUP 

Pasa17 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Maros Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tu.njangan Perumahan dan Tunjangan 
Transportasii Pimpinan dan Anggota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Maros <licabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pa88.l 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap drang mengeta.huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kabupaten Maros. 

· Diteta.pkan di Maros 
ggal 28 Desember 2018 

Diundangkan di Maros 
pada ta.ngg� 28 Desember 2018 

SEKRBTARIS DA.BRAH, 

� I - - - 
Ir. B. BAHARUDDIII, Mii 
Pangkat : Pembina Uta.ma Madya 
Nip. : 19600909 198603 1 029 

.BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR 130 


